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PENYERAHAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN  

ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2015 

PEMERINTAH PROVINSI RIAU 

Pekanbaru - Dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, BPK Perwakilan Provinsi Riau 
menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi 
Riau Tahun 2015 kepada Pimpinan DPRD Provinsi Riau.  

Penyerahan LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2015 dilakukan 
langsung oleh Anggota III BPK RI, Prof. Dr. Eddy Mulyadi Soepardi, CFr.A., CA. bertempat di 
Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Riau pada tanggal 14 Juni 2016 pukul 10.00 WIB. 

Pemeriksaan terhadap laporan keuangan bertujuan untuk memberikan opini atas laporan 
keuangan. Opini merupakan pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai 
tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Berdasarkan hasil 
pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2015, BPK RI memberikan 
opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini ini diberikan atas dasar kesesuaian laporan 
keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan informasi yang disajikan dalam laporan 
keuangan telah cukup dan bebas dari salah saji yang material. 

Selain Opini atas Laporan Keuangan, BPK juga mengungkapkan adanya permasalahan- 
permasalahan terkait sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan pada ketentuan 
peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, Hasil Pemeriksaan BPK selain disampaikan 
kepada DPRD, juga disampaikan kepada Gubernur untuk segera ditindaklanjuti dan digunakan 
sebagai bahan perbaikan, peningkatan kinerja pengelolaan keuangan dan pembangunan 
daerah. Diantara hal-hal yang perlu diberi perhatian yaitu: 

1. Penatausahaan aset tetap masih belum sepenuhnya tertib antara lain tindak lanjut atas 

penilaian aset tanah 99 ruas jalan belum sepenuhnya selesai dilaksanakan dan masih 

terdapat aset tetap yang belum ada nilainya.   

2. Masih terdapat penganggaran dan pelaksanaan kegiatan yang bukan merupakan 

kewenangan Pemerintah Provinsi Riau minimal sebesar Rp119,24 miliar.  

3. Ketidaktepatan pemberian honor Tim Pelaksana Kegiatan atas pelaksanaan tugas dan fungsi 

rutin sebesar Rp1,39 miliar. 



BPK mengharapkan Hasil Pemeriksaan ini dapat memenuhi harapan seluruh pemilik 
kepentingan (stakeholders), demi terciptanya akuntabilitas dan transparansi keuangan daerah 
yang lebih baik. 

Sesuai dengan Pasal 20 UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan 
Tanggung Jawab Keuangan Negara. Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada 
BPK mengenai tindak lanjut atas  rekomendasi dalam LHP. Jawaban atau penjelasan 
sebagaimana dimaksud disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 hari setelah LHP 
diterima. 

 

 

Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi: 

Tulus Budhisatria Rikit 

Kasubag Humas dan TU 

BPK Perwakilan Provinsi Riau 

Jl.  Jendral Sudirman No. 721, Pekanbaru 

Telp.(0761) 856464, Fax.(0761) 858787 

Email: bpk_pnb@bpk.go.id 
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PENYERAHAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN  

ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2015 

PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI RIAU 

Pekanbaru - Dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, BPK Perwakilan Provinsi Riau 
menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 
(LKPD) Tahun 2015 kepada Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Riau.  

Penyerahan LHP atas Laporan Keuangan Kabupaten Kepulauan Meranti, Kabupaten Bengkalis, 
Kabupaten Siak, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Pelalawan, 
Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Kampar dan Kota Dumai dilakukan langsung oleh Anggota III 
BPK RI, Prof. Dr. Eddy Mulyadi Soepardi, CFr.A., CA. bertempat di Auditorium BPK Perwakilan 
Provinsi Riau pada tanggal 14 Juni 2016 pukul 13.00 WIB s.d selesai.  

Pemeriksaan terhadap laporan keuangan bertujuan untuk memberikan opini atas laporan 
keuangan. Opini merupakan pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai 
tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Berdasarkan hasil 
pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2015, berikut adalah 
opini yang diberikan BPK RI:  

1. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPD Tahun 2015 diberikan kepada 
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Siak, 
Kabupaten Kuantan Singingi dan Kabupaten Pelalawan. Opini ini diberikan atas dasar 
kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan informasi yang 
disajikan dalam laporan keuangan telah cukup dan bebas dari salah saji yang material. 

2. Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas LKPD Tahun 2015 diberikan kepada 
Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Kampar dan 
Kota Dumai. Opini ini diberikan atas dasar kesesuaian laporan keuangan dengan Standar 
Akuntansi Pemerintahan kecuali untuk item tertentu yang menjadi pengecualian. Item-item 
yang dikecualikan dalam pemberian opini ini, yaitu: 

a. Nilai investasi permanen penyertaan modal dan nilai aset lain-lain dikecualikan 
untuk opini yang diberikan atas LKPD Tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Indragiri 
Hulu. 

b. Nilai aset tetap dan nilai akumulasi penyusutan aset tetap dikecualikan untuk opini 
yang diberikan atas LKPD Tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir. 



c. Nilai selisih lebih aset tetap dikecualikan untuk opini yang diberikan atas LKPD Tahun 
2015 Pemerintah Kabupaten Kampar. 

d. Pendapatan restribusi daerah dikecualikan untuk opini yang diberikan atas LKPD 
Tahun 2015 Pemerintah Kota Dumai. 

Selain Opini atas Laporan Keuangan, BPK juga mengungkapkan adanya permasalahan- 
permasalahan terkait sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan pada ketentuan 
peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, Hasil Pemeriksaan BPK selain disampaikan 
kepada DPRD, juga disampaikan kepada Bupati dan Walikota untuk segera ditindaklanjuti dan 
digunakan sebagai bahan perbaikan, peningkatan kinerja pengelolaan keuangan dan 
pembangunan daerah. BPK mengharapkan Hasil Pemeriksaan ini dapat memenuhi harapan 
seluruh pemilik kepentingan (stakeholders), demi terciptanya akuntabilitas dan transparansi 
keuangan daerah yang lebih baik. 

Sesuai dengan Pasal 20 UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan 
Tanggung Jawab Keuangan Negara. Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada 
BPK mengenai tindak lanjut atas  rekomendasi dalam LHP. Jawaban atau penjelasan 
sebagaimana dimaksud disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 hari setelah LHP 
diterima. 

 

 

Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi: 

Tulus Budhisatria Rikit 

Kasubag Humas dan TU 

BPK Perwakilan Provinsi Riau 

Jl.  Jendral Sudirman No. 721, Pekanbaru 

Telp.(0761) 856464, Fax.(0761) 858787 

Email: bpk_pnb@bpk.go.id 
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